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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 160/22/ DPRD

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029 MENJADI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

Mengingat

1.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang telah
dibahas dan disetujui pada Rapat Paripurna ke VIII
Masa Persidangan ke III Tahun Kesatu Tanggal 25 Juli
2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, di atas perlu ditetapkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2025-2029 Menjadi Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2024 Nomor 175);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan
Daerah tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Tengah  Tahun  2025-2029 yang
disampaikan pada Rapat Paripurna ke V Masa
Persidangan ke III Tahun Kesatu Tanggal 14 Juli
2025.

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang
disampaikan pada Rapat Paripurna ke VI Masa
Persidangan ke III Tahun Kesatu Tanggal 14 Juli
2025.

3. Pendapat Kepala Daerah yang disampaikan pada
Rapat Paripurna ke VII Masa Persidangan ke III
Tahun Kesatu pada Tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2025-2029 MENJADI PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 menjadi
Peraturan Daerah maka diharapkan kepada Gubernur
untuk segera melaksanakan penetapannya dalam
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bentuk Peraturan Daerah sesuai Ketentuan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
WAKIL KETUA,
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